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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf b 

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang 

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek 

Strategis Nasional, pengadaan tanah yang dilakukan 

dengan menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu 

diberikan penggantian dana pengadaan tanah dengan 

memperhatikan kemampuan keuangan negara; 

  b. bahwa penggantian terhadap penggunaan dana talangan 

Badan Usaha Jalan Tol belum diatur dalam Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara 

Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk 

Pengadaan Tanah Jalan Tol; 
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c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata Cara 

Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk 

Pengadaan Tanah Jalan Tol; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang 

Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5422); 

2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang 

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 4); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang 

Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dalam Rangka Proyek Strategis 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 267); 

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1872); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur 

Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1484); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen 

Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1875); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 

tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 

Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil 

Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

325); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 18/PRT/M/2016 TENTANG 

PENETAPAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN DANA 

TALANGAN BADAN USAHA UNTUK PENGADAAN TANAH 

JALAN TOL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 

tentang Penetapan dan Tata cara Penggunaan Dana Talangan 

Badan Usaha untuk Pengadaaan Tanah Jalan Tol (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 708), diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 3 

(tiga) angka, yakni angka 11a, angka 11b, dan angka 11c 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

2. Dana Talangan adalah dana yang disediakan oleh 

Badan Usaha untuk pengadaan tanah, sesuai 

dengan kesepakatan dalam amandemen Perjanjian 

Pengusahaan Jalan Tol. 

3. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya 

disingkat PPJT adalah perjanjian pengusahaan jalan 

tol yang dibuat dan ditandatangani oleh Badan 

Usaha dan Badan Pengatur Jalan Tol. 

4. Rencana Penggunaan Anggaran adalah rencana 

penggunaan dana talangan dari Badan Usaha untuk 

pengadaan tanah. 
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5. Surat Perintah Pembayaran adalah surat perintah 

pembayaran yang diajukan oleh PPK Pengadaan 

Tanah kepada Badan Usaha. 

6. Jadwal Pengadaan Tanah adalah jadwal pengadaan 

tanah pada masing-masing ruas jalan tol. 

7. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya 

disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 

berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

8. Badan Usaha adalah badan usaha jalan tol yang 

telah membuat dan menandatangani Perjanjian 

Pengusahaan Jalan Tol. 

9. Pelaksana Pengadaan Tanah yang selanjutnya 

disingkat PPT adalah Pelaksana Pengadaan Tanah 

yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah 

untuk pembangunan jalan tol pada setiap 

kabupaten/kota. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah yang 

selanjutnya disebut PPK Pengadaan Tanah adalah 

Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat dan atau 

direkomendasikan oleh Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat  

11. Kementerian adalah kementerian yang menangani 

urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 

dan perumahan rakyat. 

11a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 

yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah, yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pengawasan keuangan negara/ dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

11b.Lembaga Manajemen Aset Negara, yang selanjutnya 

disingkat LMAN, adalah satuan kerja di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan 

tugas melakukan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam 
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